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Abstract

Implementing occupational health and safety in the work area is a form of respect for human rights.
Therefore, this research wants to examine the implementation of occupation health and safety in the
field to examine whether it only refers to the constitutional law or surpasses the constitutional law. The
researcher uses the scoring analytics method by giving a score of 0 if the company does not reveal the
Occupational health and safety issues, giving a score of 1 if the disclosure only follows the measurement
and a score of 2 if the exposure is beyond the criterion or the rules. The indicator is arranged based on
the Decree of the Director-General of Coal Minerals of the Ministry of Energy and Mineral Resources
Number 185.K/37.04/DJB/2019. Based on the research result, the implementation of Occupational
health and safety in most companies only refers to the constitutional law. The disclosure that can make
the revelation surpass the indicator is about the control of Covid-19 spread and international certification
for the implementation of Occupational health and safety. Other factors that can impact occupational
health and safety disclosure are the parent company's location, the existence of a foreign commissioner,
and the type of company ownership.
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Abstrak
Penerapan Keselamatan Kerja di area kerja merupakan salah satu bentuk dari penghargaan
atas Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menguji apakah implementasi
keselamatan kerja di area kerja hanya merujuk pada peraturan perundang-undangan atau
terdapat upaya untuk lebih dari sekedar mentaati peraturan. Peneliti menggunakan metode
skoring dengan memberikan nilai 0 jika perusahaan tidak mengungkapkan aspek
keselamatan kerja, nilai 1 jika hanya mengacu pada peraturan, dan nilai 2 jika pengungkapan
lebih dari sekedar mentaati peraturan. Indikator disusun berdasarkan Keputusan Direktur
Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
185.K/37/04/DJB/2019. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi keselamatan kerja
yang diungkapkan oleh sebagian besar perusahaan hanya merujuk pada peraturan



perundang-undangan. Aspek pengungkapan yang membuat pengungkapan menjadi lebih
dari sekedar mentaati undang-undang adalah pengungkapan mengenai kontrol penyebaran
Covid-19 dan sertifikasi internasional untuk keselamatan kerja. Faktor lain yang dapat
mempengaruhi pengungkapan adalah negara tempat induk perusahaan berada, keberadaan
komisaris asing, dan jenis kepemilikan perusahaan.

Kata Kunci: Keselamatan Kerja, Perusahaan Pertambangan, Analisis Scoring,
Sustainability Report

PENDAHULUAN

Terciptanya lapangan pekerjaan memiliki keterkaitan yang erat dengan pekerja
yang secara tidak langsung berhubungan dengan keselamatan dan keamanan para
pekerja. Selain aspek ekonomi dan keuangan, aspek keselamatan kerja juga menjadi
hal penting untuk diperhatikan oleh perusahaan. Penciptaan lingkungan kerja yang
layak erat kaitannya dengan perhatian terhadap perwujudan nilai-nilai Hak Asasi
Manusia (Cahaya & Hervina, 2019). Dalam hasil pertemuan yang diungkapkan
dalam Information Note of United Nations Human Rights oleh PBB juga disebutkan
bahwa perwujudan Hak Asasi Manusia menjadi aspek penting bagi perwujudan
pembangunan berkelanjutan (Carvalho, 2019). Kewajiban untuk melindungi
keselamatan bagi para pekerja ini juga telah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan.

Namun, faktanya, kecelakaan kerja seringkali terjadi terutama pada
perusahaan pertambangan. Perusahaan pertambangan merupakan salah satu sektor
usaha yang erat kaitannya dengan keamanan dan keselamatan kerja karena memiliki
risiko kerja yang tinggi (Bhatia & Tuli, 2014). Aspek keselamatan dan kesehatan
kerja yang diabaikan menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan kerja.
Efisiensi biaya agar pengeluaran dapat sekecil mungkin merupakan salah satu prinsip
ekonomi agar keuntungan dapat tercapai (Kaya et al., 2016). Prinsip tersebut
mendorong pada pengabaian terhadap pengadaan infrastruktur dan teknologi yang
berkualitas. Kondisi in1 mengakibatkan kecelakaan kerja, seperti runtuhnya goa
tambang, risiko penggunaan bahan peledak, atau pekerja di area berbahaya yang
kehabisan oksigen menjadi tidak terelakkan (Jiskani et al., 2019). Sebagai contoh,
dikutip dari JPNN News (2012), seorang pekerja tambang di PT Adaro tewas akibat
terjatuh ke lubang hasil ledakan. Pada tahun 2016, Berita Satu melaporkan bahwa
telah terjadi kecelakaan kerja di tambang milik PT Antam dimana terdapat dua
pekerja yang tewas karena terjatuh dari ketinggian 30 meter akibat menghirup gas
beracun dan pingsan. Menjadi persoalan yang terus berulang, pada tahun 2019,
dikutip dari CNN Indonesia, terdapat empat pekerja yang tertimpa material tambang
dengan dua korban diantaranya hilang.

Implementasi keuangan berkelanjutan yang salah satunya melalui penerbitan
laporan keuangan dan laporan keberlanjutan dapat menjadi salah satu cara agar
aspek keselamatan kerja dapat terimplementasi dengan baik. Pengungkapan laporan
keberlanjutan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata, tetapi juga
memperhatikan beberapa unsur sosial lainnya. Penggunaan material yang ramah
lingkungan, kelayakan upah hingga pelatihan bagi para pekerja agar dapat terhindar



dari kecelakaan menjadi aspek-aspek yang diungkapkan juga dalam keselamatan
kerja (Singh et al., 2020).

Di Indonesia, kewajiban untuk mengimplementasikan keuangan berkelanjutan
juga telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2016
yang pada Pasal 4 disebutkan bahwa emiten publik wajib mengungkapkan aspek
sosial dan lingkungan pada laporan tahunan. Peraturan OJK Nomor 51 POJK.03
Tahun 2017 juga mengungkapkan bahwa emiten publik diwajibkan untuk merilis
laporan keberlanjutan. Namun, implementasi dari peraturan ini belum dijalankan
secara ketat. Bagi perusahaan publik yang tidak menerbitkan laporan keberlanjutan,
sanksi administrasi tertulis yang bersifat ringan akan diberikan tanpa dikenai sanksi
lain yang dapat menimbulkan efek jera.

Jika kewajiban untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan hanya bersifat
voluntary disclosure, maka informasi yang diungkap hanya bersifat sederhana seperti
halnya di Tiongkok (Alshbili et al., 2021). Pada negara yang pengungkapan laporan
keberlanjutan sudah diwajibkan, seperti halnya perusahaan India yang terdaftar di
Bursa efek di luar India, maka kualitas pengungkapan akan lebih baik (Bhatia & Tulj,
2015). Begitu juga dengan Singapura, kewajiban untuk mengungkapkan laporan
keberlanjutan menjadikan informasi yang diungkapkan oleh manajemen perusahaan
menjadi lebih berkualitas (Tan, 2022).

Berdasarkan fakta dan pengungkapan di atas, maka penerbitan laporan
keberlanjutan yang menjadi salah satu bentuk produk dari implementasi keuangan
berkelanjutan harus dapat dilakukan agar pemenuhan Hak Asasi Manusia dapat
terpenuhi. Penerbitan laporan keberlanjutan menjadi salah satu bentuk
pertanggungjawaban dari manajemen perusahaan atas implementasi keberlanjutan
yang telah dilakukan. Pengungkapan pada aspek-aspek keberlanjutan, seperti
keselamatan kerja yang telah disampaikan harus dapat diukur dan diperbandingkan.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengungkapan aspek keselamatan
kerja. Peneliti menggunakan metode analisis scoring dengan memanfaatkan produk
hukum berupa Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 185.K/37.04/DJB./2019 untuk dijadikan
acuan dalam penyusunan indikator. Hal ini bertujuan agar kualitas pengungkapan
keselamatan kerja dapat diketahui dimana apakah pengungkapan yang dilakukan
hanya sekedar mengacu pada peraturan hukum atau terdapat berbagai upaya lebih
untuk menciptakan keselamatan dan keamanan di area kerja yang lebih baik
melampaui ketentuan-ketentuan dasar yang diatur.

Pada penelitian 1ni, peneliti tidak menggunakan indikator GRI seperti pada
umumnya, tetapi indikator penilaian disusun terlebih dahulu berdasarkan peraturan
hukum agar lebih relevan dengan kondisi aktual di dalam negeri.

METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode

kualitatif dengan teknik eksploratif agar didapatkan suatu pemahaman secara utuh
atas pembahasan penelitian (Yekini, 2017). Dalam penelitian ini, metode studi kasus
digunakan oleh peneliti sehingga peneliti dapat melakukan penyelidikan atas



fenomena yang terjadi berdasarkan situasi nyata atau kondisi empiris. Keputusan
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 185.K/37.04/DJB/2019 digunakan untuk menjadi acuan dalam
penyusunan indikator.

Penelitian ini menggunakan laporan keberlanjutan dari perusahaan tambang
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai populasi penelitian. Sampel penelitian
adalah perusahaan tambang yang mendapatkan anugerah “Asia Sustainability
Reporting Rating 2020” dengan kategori emas.

Tabel 1 Sampel Penelitian

NO | NAMA PERUSAHAAN

1 PT Bukit Asam Tbk

2 PT Bumi Resources Tbk

3 PT Indo Tambangraya Megah Tbk
4 PT Timah Tbk

5 PT Vale Indonesia Tbk

Sumber: Asia Sustainability Reporting Rating 2020

Data dikumpulkan dengan memanfaatkan metode studi kepustakaan. Data-
data berupa laporan keberlanjutan dan peraturan hukum dikumpulkan dari website
resmi perusahaan dan kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Peneliti juga
menggunakan literatur dan buku terkait sebagai acuan dalam pengembangan
penelitian dengan mengunjungi perpustakaan dan pengolahan dari berbagai sumber.

Laporan keberlanjutan yang dirilis oleh perusahaan dibandingkan dan dinilai
menggunakan indikator yang telah disusun dengan metode analisis konten. Dalam
penelitian ini, peneliti mengembangkan teknik analisis scoring sehingga dapat
tersusun beberapa tahapan, yaitu tahap pertama, peneliti menyusun sub-indikator
berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian
ESDM Nomor 185.K/37.04/DJB/2019 dengan jumlah 217 sub-indikator. Kedua,
setelah 217 sub-indikator selesai disusun, peneliti mengklasifikasi indikator tersebut
menjadi golongan-golongan yang sesuai sehingga didapatkan indikator utama
berjumlah 28 buah indikator. Ketiga, peneliti menggunakan nilai 0, 1, dan 2 untuk
menilai pengungkapan atas laporan keberlanjutan yang dirilis oleh perusahaan.

Nilai 0 diberikan apabila tidak terdapat informasi mengenai keselamatan dan
keamanan kerja yang mengacu pada ketentuan hukum. Nilai 1 diberikan apabila
informasi yang diungkapkan hanya mengacu pada ketentuan hukum atau hanya
sekedar mentaati peraturan. Nilai 2 diberikan apabila terdapat upaya lebih dari
manajemen perusahaan untuk menciptakan keselamatan dan keamanan kerja yang
lebih baik sehingga tidak hanya sekedar mentaati peraturan.

Dalam hal melakukan analisis data, peneliti memulai dengan memahami
pengungkapan informasi keselamatan dan keamanan kerja pada laporan
keberlanjutan. Setelah itu, peneliti memberikan nilai 0, 1, dan 2 pada informasi yang
diungkapkan. Dalam hal ini, peneliti harus menjunjung netralitas dan konsistensi



pada penilaian informasi yang diungkapkan sehingga kesimpulan yang dapat
diambil antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya sama.

Penilaian dimulai pada bagian sub-indikator terlebih dahulu, setelah penilaian
pada sub-indikator selesai, maka selanjutnya melakukan penjumlahan pada sub-
indikator sesuai dengan golongannya sehingga didapatkan nilai untuk setiap
indikator. Nilai pada indikator inilah yang akan dijabarkan dan digunakan untuk
pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Hasil Scoring pada Perusahaan Sampel
Jumlah seluruh nilai sub-indikator jika dapat terpenuhi adalah 217 sub-
indikator dan jumlah seluruh indikator jika dapat terpenuhi adalah 28 indikator.
Berikut ini adalah hasil dari analisis scoring yang telah dilakukan.
Tabel.1 Hasil Analisis Scoring

No Keterangan PT PT Bumi PT Indo PT PT Vale
Bukit Resources Tambangraya Timah Indonesia
Asam  Tbk Megah Tbk Tbk Tbk
Tbk
I Nilai Sub- 29 74 43 36 56
indikator yang
Didapatkan
2 Nilai Indikator 14 21 16 14 17
yang
Didapatkan
3 Nilai Indikator 14 7 12 14 11
yang Tidak
Tercapai

Sumber: Hasil Olahan
Analisis Pengungkapan Informasi pada PT Bukit Asam Tbk

Pada PT Bukit Asam Tbk, nilai indikator yang didapatkan sebesar 14 indikator
dari 28 indikator. Berdasarkan hasil analisis pada PT Bukit Asam Tbk, aspek
pengungkapan informasi mengenai keselamatan kerja yang paling ditaati adalah
sebagai berikut.

1. Pengungkapan mengenai kampanye keselamatan kerja.

2. Pengungkapan mengenai penyusunan tujuan atas penerapan keselamatan kerja.

3. Pengungkapan mengenai struktur organisasi atas divisi keselamatan kerja yang
dimiliki oleh perusahaan.

Pada PT Bukit Asam Tbk, aspek yang memberikan nilai tambah atas informasi
yang diungkapkan adalah informasi mengenai penanganan penyebaran Virus Covid-
19 di area kerja dan pengadaan Call Center K3 yang disiagakan untuk mengantisipasi
apabila terjadi kejadian berbahaya.

Nilai pengungkapan sebesar 14 didapatkan oleh PT Bukit Asam Tbk karena tidak
adanya pengungkapan mengenai kegiatan penyelidikan apabila terjadi kejadian
berbahaya.



Analisis Pengungkapan Informasi pada PT Bumi Resources Tbk

Pada PT Bumi Resources Tbk, jumlah indikator yang terpenuhi sebesar 21 poin dari

28 indikator. Aspek-aspek yang paling lengkap diungkapkan oleh PT Bumi

Resources Tbk adalah pengungkapan sebagai berikut.

1. Pengungkapan mengenai pelaksanaan kampanye keselamatan kerja.

2. Pengungkapan mengenai sertifikasi terhadap pihak-pihak yang bertanggung
jawab atas pengawasan keselamatan kerja

3. Pengungkapan mengenai adanya suatu divisi untuk mengawasi keselamatan
kerja.

4. Pengungkapan mengenai kontrol ketat atas area berisiko tinggi.

Pada PT Bumi Resources Tbk, aspek pengungkapan yang memberikan nilai tambah

adalah pengendalian Covid-19 di area kerja dan perusahaan mengajukan sertifikasi

internasional atas implementasi keselamatan dan keamanan kerja.

Analisis Pengungkapan Informasi pada PT Indo Tambangraya Megah Tbk

Pada PT Indo Tambangraya Megah Tbk, perusahaan mendapatkan nilai sebesar 16

poin dari 28 indikator. Berdasarkan hasil analisis pada pengungkapan informasi oleh

PT Indo Tambangraya Megah Tbk, aspek pengungkapan yang paling ditaati adalah

sebagai berikut.

1. Pengungkapan mengenai perawatan atas sarana penunjang pekerjaan.

2. Pengungkapan mengenai pembuatan suatu divisi khusus untuk mengawasi
keselamatan kerja.

3. Pengungkapan mengenai program keselamatan kerja yang disusun termasuk
alokasi pembiayaannya.

Aspek pengungkapan yang memberikan nilai tambah juga sama seperti PT
Bumi Resources Tbk, yaitu pengungkapan mengenai pengendalian Covid-19 di area
kerja dan upaya untuk mendapatkan sertifikasi internasional atas implementasi
keselamatan kerja.

Hasil pengungkapan informasi pada PT Indo Tambangraya Megah Tbk juga
tidak setinggi PT Bumi Resources Tbk. Aspek ekonomi masih menjadi aspek yang
paling banyak diungkapkan pada laporan keberlanjutan oleh perusahaan-perusahaan
yang berasal dari Thailand (Ewunetu et al., 2021).

Analisis Pengungkapan Informasi pada PT Timah Tbk
Pada PT Timah Tbk, perusahaan mendapatkan nilai sebesar 14 dari 28 poin
indikator. Pengungkapan informasi yang paling lengkap diungkapkan oleh
manajemen perusahaan adalah sebagai berikut.
1. Pengungkapan mengenai penyusunan tujuan atas penerapan keselamatan kerja.
2. Pengungkapan mengenai adanya suatu divisi untuk mengawasi keselamatan
kerja.

Pada PT Timah Tbk tidak terdapat aspek yang memberikan suatu nilai tambabh,

termasuk pengungkapan pengendalian Covid-19 juga tidak diungkapkan dengan



pendekatan keselamatan kerja. Sebagaimana PT Timah Tbk telah memulai untuk
menyusun laporan terintegrasi, sebuah artikel yang disusun oleh Kantor Akuntan
Publik KPMG, (2014) mengungkapkan bahwa laporan terintegrasi lebih berfokus
pada pengungkapan aspek ekonomi. Hal inilah yang juga dapat terlihat pada
pengungkapan PT Timah Tbk dimana pengungkapan pengendalian Covid-19
dilakukan dengan pendekatan keuangan dan ekonomi.

Analisis Pengungkapan Informasi pada PT Vale Indonesia Tbk

Pada PT Vale Indonesia Tbk, perusahaan mendapatkan nilai sebesar 17 dari 28 poin

indikator. Pengungkapan informasi yang paling lengkap diungkapkan oleh PT Vale

Indonesia Tbk adalah sebagai berikut.l

1. Pengungkapan mengenai penyusunan program keselamatan kerja dan alokasi
pembiayaan.

2. Pengungkapan mengenai jaminan keamanan dalam penggunaan sarana
penunjang pekerjaan.

Sama seperti ketiga perusahaan sampel lainnya, yaitu PT Bukit Asam Tbk, PT
Bumi Resources Tbk, dan PT Indo Tambangraya Megah Tbk, aspek pengungkapan
yang dapat menjadi nilai tambah bagi informasi yang diungkap oleh PT Vale
Indonesia Tbk adalah pengungkapan mengenai pengendalian pandemi Covid-19 dan
upaya untuk mendapatkan sertifikasi internasional atas implementasi keselamatan
dan keamanan kerja.

PT Vale Indonesia Tbk, sebuah perusahaan pertambangan yang berada di
bawah naungan Vale Global yang bermarkas di Brazil, aspek pengungkapan laporan
keberlanjutan di Brazil juga lebih mengutamakan aspek ekonomi Ching et al., (2017)
seperti halnya dengan pengungkapan laporan keberlanjutan di Thailand. Aspek
pengungkapan yang lebih difokuskan pada aspek ekonomi seperti di Brazil, negara
kantor pusat Vale dapat menjadi pertimbangan karena berdasarkan analisis
keberadaan dewan komisaris asing dapat mempengaruhi kualitas pengungkapan.

Keseluruhan Analisis Hasil Scoring
Berikut ini adalah hasil rata-rata pengungkapan pada 28 indikator yang telah
dikelompokan secara lebih kecil menjadi 10 bagian agar dapat dipahami dengan
lebih mudah.
Tabel.2 Rangkuman Rata-rata Hasil Analisis Scoring Pengungkapan
Keselamatan Kerja

No Deskripsi Aspek Pengungkapan Nilai Rata-
rata
1 Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan terkait keselamatan 78.00%
kerja
5 Manajemen risiko dan pemeriksaan atas implementasi 63.33%

keselamatan kerja
3 Divisi keselamatan kerja 60.00%




4  Alokasi pembiayaan untuk implementasi keselamatan kerja 40.00%
5  Perawatan Instalasi dan sarana penunjang pekerjaan 28.67%
6  Audit implementasi keselamatan kerja 22.50%
7  Pencatatan administrasi implementasi keselamatan kerja 20.00%
8  Tindakan atas kejadian berbahaya 15.38%
9 Keberadaan pihak berkompeten untuk implementasi 13.94%

keselamatan kerja
10 Pengelolaan area kerja dan jaminan kesehatan 12.10%
Sumber: Hasil Olahan

Berdasarkan hasil analisis yang tertera pada tabel di atas, pengungkapan
mengenai kegiatan pendidikan dan penyuluhan terkait keselamatan kerja merupakan
informasi yang paling taat untuk diungkapkan. Hal ini berbanding terbalik dengan
penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Perez & Sanchez, (2009) dimana
ketika lebih dari satu dekade lalu, pengungkapan mengenai statistik kecelakaan kerja
merupakan jenis informasi yang paling banyak diungkapkan, namun pada penelitian
ini, pengungkapan mengenai pelatthan dan penyuluhan yang ketaatan
pengungkapannya paling ditaati. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini, perusahaan
telah melakukan berbagai upaya yang salah satunya melalui kegiatan penyuluhan
dan pendidikan agar para pekerja dapat memahami mengenai keselamatan dan
keamanan dalam bekerja.

Secara seimbang, aspek pengungkapan informasi yang menunjukkan upaya
dari perusahaan dalam mengimplementasikan keselamatan kerja adalah
pengungkapan mengenai penanganan pandemi Covid-19 dan usaha untuk
mendapatkan sertifikasi internasional ISO untuk keselamatan dan keamanan kerja.
Aspek pengungkapan ini yang secara merata menjadi nilai tambah bagi
pengungkapan laporan keberlanjutan di seluruh perusahaan.

Pengaruh Elemen Eksternal terhadap Kualitas Pengungkapan
Jika diteliti lebih lanjut, berdasarkan analisis yang telah diungkapkan, dapat
dilihat beberapa faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kualitas
pengungkapan. Penelitian yang dilakukan oleh Yani & Suputra, (2020)
mengungkapkan bahwa jenis kepemilikan perusahaan dapat mempengaruhi kualitas
pengungkapan. Berikut ini adalah jenis kepemilikan atas kelima sampel perusahaan.
Tabel 3 Jenis Kepemilikan

No Perusahaan Perusahaan Jenis
Induk Kepemilikan
1 PT Bukit Asam Tbk Inalum Lokal
2  PT Bumi Resources Tbk HSBC Asing
PT Indo Tambang Raya Megah Banpu Asing
3
Tbk
4 PT Timah Tbk Inalum Lokal
5 PT Vale Indonesia Tbk Vale Asing

Sumber: Hasil Olahan



Berdasarkan klasifikasi di atas, hasil ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Yani & Suputra, (2020) dimana perusahaan dengan jenis kepemilikan
asing memiliki nilai pengungkapan yang lebih besar dibandingkan dengan
perusahaan yang kepemilikannya dikuasai oleh perusahaan dalam negeri.

Namun, jika dilihat lebih lanjut, hasil ini tidak terlepas dari klasifikasi negara
dari perusahaan induk berada. Penelitian yang dilakukan oleh Bhatia & Makkar,
(2020) mengungkapkan bahwa pengungkapan CSR di negara maju lebih baik
dibandingkan dengan pengungkapan di negara berkembang. Berikut klasifikasi
negara dari perusahaan kelima sampel perusahaan.

Tabel 4 Klasifikasi Negara atas Perusahaan Induk

No Perusahaan Perusahaan Induk Negara Klasifikasi
1 PT Bukit Asam Tbk Inalum Indonesia Negara
Berkembang
PT Bumi Resources Britania _
2 Tbk HSBC Rata Negara Maju
PT Indo Tambang Raya _ Negara
’ Megah Tbk Banpu Thailand Berkembang
4 PT Timah Tbk Inalum Indonesia Negara
Berkembang
5 PT Vale Indonesia Tbk Vale Brazil Negara
Berkembang

Sumber: Hasil Olahan

Berdasarkan klasifikasi pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa PT Bumi
Resources dengan sebagian besar sahamnya dikuasai oleh HSBC yang kantor
pusatnya berada di negara maju memiliki kualitas pengungkapan yang lebih baik
dengan nilai 21 poin dari 28 poin dibandingkan dengan perusahaan lain yang induk
perusahaannya berlokasi di negara berkembang.

Kondisi ini juga tidak terlepas dari pengaruh dewan komisaris yang berasal dari
induk perusahaan. Berikut tabel pengungkapan jumlah dewan komisaris asing yang
ada di perusahaan di Indonesia.

Tabel 5. Jumlah Komisaris yang Berasal dari Luar Negeri

No Perusahaan Jumlah Dewan
Komisaris
Dari Luar Negeri
1 PT Bukit Asam Tbk 0 orang
2  PT Bumi Resources Tbk 5 orang
3  PT Indo Tambang Raya Megah 2 orang
Tbk
4  PT Timah Tbk 0 orang
5  PT Vale Indonesia Tbk 5 orang

Sumber: Hasil Olahan
Keberadaan dewan komisaris yang berasal dari luar negeri secara tidak
langsung dapat mempengaruhi kualitas pengungkapan karena dewan komisaris yang
berasal dari perusahaan induk akan membawa nilai-nilai perusahaan induk untuk



diterapkan di Indonesia. Pada perusahaan-perusahaan yang memiliki dewan
komisaris dari luar negeri memiliki kualitas pengungkapan yang lebih baik. Jika rata-
rata nilai pengungkapan dari kelima perusahaan sampel adalah 16 seperti pada
perhitungan di bawah ini.

Tabel 6 Rata-rata Nilai Pengungkapan

No Perusahaan Hasil atas Penilaian
Indikator yang Didapatkan
1  PT Bukit Asam Tbk 14
2  PT Bumi Resources Tbk 21
3  PT Indo Tambang Raya Megah Tbk 16
4 PT Timah Tbk 14
5 PT Vale Indonesia Tbk 17
Nilai Rata-rata 16

Sumber: Hasil Olahan

Maka, dapat dilihat bahwa seluruh perusahaan dengan keberadaan dewan
komisaris yang berasal dari induk perusahaan di luar negeri dan perusahaan
dengan jenis kepemilikan asing memiliki kualitas pengungkapan yang lebih lengkap
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Gambar 2. Hasil analisis jalur

KESIMPULAN

Penelitian in1 bertujuan untuk menilai kepatuhan pengungkapan keselamatan
dan keamanan kerja perusahaan pertambangan atas 5 perusahaan yang
mendapatkan anugerah Asia Sustainability Reporting Rating  kategori emas.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan berdasarkan
informasi yang diungkapkan oleh manajemen perusahaan, dapat diketahui bahwa



sebagian besar perusahaan mengimplementasikan keselamatan dan keamanan kerja
dengan hanya mentaati peraturan.

Beberapa aspek yang menunjukkan beberapa upaya yang dilakukan oleh
manajemen perusahaan dalam menciptakan area kerja yang aman adalah upaya
untuk mengendalikan penyebaran Virus Covid-19 di area kerja dan keikutsertaan
pada sertifikasi internasional, seperti ISO untuk keselamatan dan keamanan kerja.
Atas penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa faktor yang dapat
mempengaruhi kualitas pengungkapan, seperti klasifikasi negara berkembang atau
negara maju atas induk perusahaan, jenis kepemilikan perusahaan, dan posisi dewan
komisaris asing yang berasal dari induk perusahaan.
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